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Substansi yang perlu untuk dipelajari dalam memahami ilmu 

pemerintahan dipaparkan dalam buku ini. Penjelasan ilmu 

pemerintah yang diawali dengan membahas konsep dasar dari 

pemerintahan itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan konsep 

pemerintahan yang baik (Good Governance). Sistem pemerintahan 
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BAB 

1 

 

Ahmad Mustanir, S.I.P., M.Si 

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 

Email : ahmadmustanir74@gmail.com 

 

A. Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan 

1. Definisi Ilmu Pemerintahan 

Pemerintahan adalah sebuah ilmu dan juga seni. 

Disebut sebagai sebuah seni karena ada banyak pemimpin 

pemerintahan yang tanpa memiliki dasar pendidikan 

pemerintahan, tetapi mampu berkiat serta dengan 

kharismatiknya menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan 

dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan, karena 

mampu memenuhi syarat- syarat yaitu dapat, dipelajari dan 

diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun forma, 

universal sifatnya, sistematis serta memiliki kekhasan. 

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang 

SDOLQJ�VHGLNLW�NDWD�´SHULQWDKµ�WHUVHEXW�PHPLOLNL�HPSDW�XQVXU�

yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak saling 

memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki 

wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. 

Dengan demikian perintah adalah perkataan yang 

dimaksudkan untuk menyuruh dalam melakukan sesuatu. 

Pemerintah adalah kekuasaan memerintah. Pemerintah 

adalah perbuatan (cara, urusan dan sebagainya) memerintah. 

Jika dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, 

dipisahkan atau dibagi maka akan terdapat perbedaan antara 

KONSEP DASAR ILMU 

PEMERINTAHAN & RUANG 

LINGKUP  

ILMU PEMERINTAHAN 

7

25

73
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Ir. Muhammad Rais Rahmat Razak, M.Si. 

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 

Email: mraisrahmat@gmail.com 

 

A. Pendahuluan 

Berkembangnya ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan 

dari semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi ummat 

manusia, sehingga setiap bidang ilmu juga berkembang dan 

membangun keterkaitan yang kuat antara sebuah ilmu dengan 

ilmu lainnya. Seperti yang dikatankan oleh Chandler and plano, 

EDKZD��́ apabila kehidupan manusia menjadi semakin kompleks 

permasalahannya, maka yang dikerjakan oleh pemerintah atau 

administrasi publik juga akan semakin kompleks.(Chandler & 

Plano, 1988a)  

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh 

pemerintahan dan bidang pelayanan public, sejalan dengan 

perkembangan teori organisasi mulai dari teori organisasi klasik 

sampai dengan post modern yang dipelopori oleh Marc and Simon, 

Jefry Peffer, David Osborne dan Ikojiro Nonaka, dan hal ini 

memberikan ruang untuk berkembangnya kebutuhan atau 

dinamika permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 

Terlebih pasca pandemic covi 19 sedikit banyak telah merubah 

wajah pelayanan public sebagai muara dari reformasi birokrasi 

yang masih menjadi prioritas utama program pemerintah. 

(Razak, 2022a)(Razak et al., 2021) 

Berkembangnya permasalahan yang dihadapi manusia 

akan memberikan tantangan tersendiri setiap bidang ilmu untuk 

HUBUNGAN ILMU 

PEMERINTAHAN 

DENGAN ILMU LAIN 
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A. Pengertian Asas Pemerintahan 

1. Pengertian, kedudukan, dan fungsi dan arti penting 

AAUPB  

a. Pengertian Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AAUPB)  

Aktivitas atau mediasi otoritas publik dalam 

gagasan negara bantuan pemerintah sebagai pihak yang 

bertanggung jawab untuk memahami bantuan 

pemerintah dan keberhasilan warganya semakin besar. 

Sebagai syarat pengaturan, kegiatan otoritas publik untuk 

memberikan bantuan pemerintah juga harus didasarkan 

pada peraturan dan pedoman yang relevan atau sering 

ditindaklanjuti berdasarkan freies ermessen, namun 

kegiatan ini sering mengarah pada penyalahgunaan 

kekuasaan yang membawa keadaan yang tidak dapat 

didamaikan antara penduduk dan masyarakat. otoritas 

publik. 

Jazim Hamidi dalam (Sanggup Leonard Agustian 

2019) menguraikan pengertian AAUPB sebagai berikut:  

1) AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan 

berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi 

Negara;  
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A. Konsep Sistem Pemerintahan 

1. Definisi Sistem 

Sistem berasal dari bahasa Latin (Systema) dan bahasa 

Yunani (Sustema) yang berarti suatu kesatuan yang terdiri 

dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama 

untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi 

untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering dipergunakan 

untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi 

(Mulachela, 2022). Sistem juga merupakan kesatuan bagian-

bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu 

wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum 

misalnya seperti negara. 

Secara umum suatu sistem dapat diartikan sebagai 

suatu kumpulan atau himpunan dari unsur komponen atau 

variabel-variabel yang terorganisir,saling ketergantungan 

suatu sama lainnya dan terpadu.konsep suatu sistem 

menuntut perancangannya untuk mempertimbangkan 

sistem sebagai suatu keseluruhan sistem terdiri dari bagian-

bagian sistem dan sub sistem.hasil dari suatu sistem adalah 

menghasilkan informasi yang tepat dan akurat. Informasi 

sendiri adalah data yang diolah untuk digunakan dalam 
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A. Mazhab Pemerintahan 

Mazhab pemerintahan menjadi salah satu kajian baru 

dalam perkembangan ilmu pemerintahan, sejauh penelusuran 

dan sependek pengetahuan penulis terkait pemerintahan, sangat 

jarang ada literatur yang secara detail menyajikan pembahasan 

terkait mazhab pemerintahan maupun mazhab ilmu 

pemerintahan justru yang berkembang adalah teori-teori 

pemerintahan baik yang teradopsi dari hindia belanda maupun 

pelembagaan-pelembagaan studi pemerintahan Indonesia 

seperti jurusan atau konsentrasi ilmu pemerintahan yang 

terlembaga di beberapa perguruan tinggi. Oleh sebab itu penulis 

berusaha menyajikan tulisan ini dengan mengajukan sederet 

pertanyaan mendasar bahwa apa yang hendak diketahui oleh 

ilmu pemerintahan?, bagaimana ilmu pemerintahan 

mengetahuinya?,  ciri khas seperti apa yang dimiliki oleh ilmu 

pemerintahan sehingga berusaha berbeda dan memisahkan diri 

dari kajian hukum, politik maupun administrasi? Apakah cukup 

kajian pemerintahan dikembangkan hanya berkutak pada objek 

material dan formal semata, atau justru diarahkan pada focus 

interest yang lebih mencerahkan melalui subjek dan perpektif? 

Almond, G.A, (1990) menjelaskan bahwa beragam sekte, 

mazhab dan perspektif tentu merupakan kelaziman dalam ilmu 

pengetahuan, berbicara sekte dan mazhab dalam ilmu politik, 
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A. Pembentukan Pemerintahan Indonesia 

1. Awal Mula Lahirnya Pemerintahan Indonesia 

Tepatnya tanggal 29 April 1945 di Jakarta, pemerintah 

jepang yang mendirikan suatu Badan Penyelidik 

Kemerdekaan yang disingkat dengan BPPK. Ketua BPPK saat 

itu adalah Dr. Rajiman Wedyodiningrat, serta memiliki 

anggota sebanyak 62 orang. Tujuan BPPK ini menuju cita-cita 

demi Indonesia merdeka walaupun dengan memanfaatkan 

strategi untuk bekerja sama dengan pemerintah Jepang. 

BPPK melakukan penyelidikan tentang segala hal 

terkait persiapan kemerdekaan Indonesia, kemudian 

langsung merancang Undang Undang Dasar juga merancang 

dasar dasar Negara Indonesia. Pada saat itu BPPK melakukan 

sidang pertama di 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dan 

melakukan sidang kedua di 10 Juli sampai dengan 16 Juli 

1945, serta BPPK juga membentuk dan menugaskan panitia 

perumus untuk menyimpulkan hasil yang telah di lakukan 

dalam perundingan.  

Panitia yang melakukan rancangan ini beranggotakan 

9 orang yang terdiri dari: Soekarno, Moh. Hatta, Kyai.Haji.A 

Wahid Hasyim, H. Agus Salim, Kahar Muzakkir, Mr. 

Achmad Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Abikusno 
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A. Pendahuluan  

Sejak bergantinya  Rezim Soeharto (Orde Baru) ke rezim 

reformasi, maka di Indonesia terjadi pergeseran paradigma 

dalam sistem politik dan pemerintahan, yakni, paradigma 

sentralisasi ke desentralisasi. Pergeseran ini bagi kalangan 

pendukung Reformasi sebagai bagian dari demokratisasi dan 

upayanya menjalankan konsep good governance. 

Perubahan paradigma sentralisasi menjadi desentralisasi 

tersebut diharapkan akan membawa perubahan kemajuan 

bangsa yang melesat dengan prinsi-prinsip good governance. 

Dengan mengunakan desentralisasi diharapkan setiap daerah 

memiliki keunggulan dan bisa bersaing dalam konteks nasional, 

regional, dan global, sehingga daerah lebih bisa memakmurkan 

rakyatnya karena memiliki daya saingnya.  

Namun kenyataannya, hampir 20 tahun lebih, sejak UU 

No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan dirubah 

dengan UU 32 Tahun 2004, hasilnya belum terlalu 

menggembirakan. Banyak problematika yang terjadi dalam 

pelaksanaannya yang perlu perbaikan terus menerus dan 

menuntut komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk 

menjalankannya dengan sungguh-sungguh. 

Begitu juga dengan pelaksanaan dekonsentrasi sebagai 

implementasi dari UU nomor 32/2004 yang masih terdapat 
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A. Konsekuensi Bentuk Negara Kesatuan 

6HPER\DQ� ´1.5,� +DUJD� 0DWLµ� VDQJDW� PHOHNDW� GDODP�

benak bangsa Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan, 

karakteristik demografis Indonesia dimana telah eksis beragam 

suku, agama, ras, dan budaya tentu menuntut adanya suatu 

komitmen bersama untuk menjaga keutuhan Indonesia. Bentuk 

negara kesatuan menjadi suatu komitmen yang disepakati oleh 

para tokoh pendiri bangsa yang selanjutnya menjadi harga mati 

untuk dipertahankan bangsa Indonesia.  

Komitmen tersebut telah secara tegas tercantum didalam 

dokumen konstitusi yakni Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa 

Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik. 

Selanjutnya pada Pasal 37 ayat 5 UUD 1945 telah pula ditegaskan 

bahwa bentuk negara kesatuan sudah menjadi pengecualian 

didalam materi amandemen UUD 1945 sehingga tidak dapat 

dilakukan perubahan. Sebagaimana disampaikan oleh Prayitno 

(2019) pembatasan perubahan bentuk Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) untuk tetap menjaga persatuan 

nasional. 

Selanjutnya pada Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa bentuk NKRI 

mempunyai konsekuensi yakni perlunya membentuk 

pemerintahan Negara Indonesia atau disebut Pemerintahan 
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DAERAH 
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A. Terminologi Pemerintahan Desa  

1. Definisi Desa  

6HFDUD�KDUILDK�� ´GHVDµ�GLDUWLNDQ� VHEDJDL�� VHNHORPSRN�

rumah di luar kota yang merupakan kesatuan 

kampung/dusun, udik atau dusun (dalam arti daerah 

pedalaman  sebagai lawan kota), tempat, tanah, dan daerah. 

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang 

bersifat istimewa. Perkataan desa berasal dari bahasa 

6DQVNHUWD�´'HVKLµ�\DQg berarti "tanah tumpah darah" (Widodo 

2015). Desa ialah kesatuan organisasi pemerintahan yang 

terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di 

bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat 

hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya 

(Zainal 2016).  

Desa selalu menarik untuk dijadikan bahan kajian 

karena memiliki karakteristik tersendiri baik dari segi sosial, 

budaya, politik dan ekonomi. Desa atau sebutan lainnya 

seperti negeri, marga, kampong, dusun, dati dan sebagainya 

merupakan sebuah komunitas adat dan sebagai unit 

pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik  Indonesia. Peran desa dan 

PEMERINTAHAN 
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A. Konsep Good Governance 

Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam 

literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak 

Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut kira-

kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya 

digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan 

lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang governance yang 

baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan ini, terutama 

setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional 

mempersyaratkan good governance dalam berbagai program 

bantuannya. Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang 

baik) merupakan isu sentral yang paling mengemuka dalam 

pengelolaan pemerintahan dewasa ini. Sadu Wasistiono (2003: 

23) mengemukakan bahwa tuntutan akan good governance timbul 

karena adanya penyimpangan dalam dalam penyelenggaraan 

negara dari nilai demokratis sehingga mendorong kesadaran 

warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru 

untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng 

dari tujuan semula. Tuntutan untuk mewujudkan administrasi 

negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan 

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan 

negara dan pembangunan dapat diwujudkan dengan 

mempraktekkan good governance. 

KONSEP GOOD 

GOVERNANCE 
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A. Konsep Dasar Etika Pemerintahan 

1. Definisi Etika 

Pengertian Etika Istilah etika berasal dari bahasa 

yunani kuno Ethos. Dalam bentuk tunggalnya berarti tempat 

tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, 

adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam 

bentuk jamaknya ta etha yang berarti adat kebiasaan. Kata 

inilah menurut Bertens (2007) , yang melatarbelakangi 

munculnya kata ethica yang di gunakan Aristoteles untuk 

PHQXQMXNDQ�ILOVDIDW�0RUDO��6HGDQJNDQ�LVWLODK�¶�0RUDO·�EHUDVDO�

dari bahasa Latin Mos (tunggal) atau mores (jamak) yang 

sama artinya dengan ethica dalam bahasa yunani yaitu 

kebiasaan atau adat. Karena itulah, maka istilah etika 

kadang-kadang di pertukarkan penggunaanya dengan istilah 

moral atau keduanya sering dipakai untuk saling 

menjelaskan. Misalnya, yakni perbuatan yang sesuai dengan 

kodrat, harkat dan martabat manusia terlepas dari 

kedudukan dan peranannya dalam kehidupan sosial. 

Sedangkan perbuatan yang tidak etis atau immoral berarati 

perbuatan buruk secara moral. 

(WLND�EHUDVDO�GDUL�NDWD�<XQDQL�´(WKRVµ��7D�HWKD��EHUDUWL�

adat istiadat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini etika 
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A. Terminologi Negara 

Negara adalah sebuah institusi yang mengakomodir 

kepentingan-kepentingan individu dalam sebuah tatanan 

kehidupan bermasyarakat kearah kepentingan bersama (Nizar, 

2003). Negara bisa diartikan sebagai sebuah kesatuan wilayah, 

rakyat, dan pemerintahan nya berdaulat, berdiri secara mandiri 

atau independent serta mampu mencukupi seluruh kehidupan 

pokok masyarakatnya, berupa: sandang, papan, pangan (Sutaji, 

Rusliana, & Munir, 2022). 

Aristoteles menjelaskan dalam bukunya yang berjudul La 

Politica bahwa negara adalah sekumpulan masyarakat yang 

dibentuk dengan tujuan kebaikan, karena pada prinsipnya 

manusia bertindak untuk sesuatu yang bernilai baik (Namang, 

2020). Istilah Negara dapat diterjemahkan dari Bahasa asing 

´VWDWµ �%HODQGD� GDQ� -HUPDQ��� ´6WDWHµ �%DKDVD� ,QJJULV��� ´Etat 

(Bahasa Prancis) yang berarti organisasi kekuasaan yang 

memiliki kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada 

semua lapisan masyarakat dalam sebuah wilayah (Mahmuda, 

2020). 

Negara merupakaan salah satu bentuk organisasi yang 

ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya setiaap 

warga mayaraka menjadi anggota dari suatu negara dan harus 

tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara 
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A. Definisi Demokrasi  

Demokrasi, secara harfiah, pemerintahan oleh rakyat. 

Istilah ini berasal dari bahasa Yunani GYPRNUDWLD, yang diambil 

dari kata GYPRV�(rakyat) dan kratos (aturan). Di pertengahan abad 

ke-5 SM istilah ini mulai lazim digunakan untuk menunjukkan 

sistem politik yang saat itu ada di beberapa negara kota (polis), 

terutama Athena (Dahl, 2013). Jika berbicara definisi demokrasi 

secara lebih lengkap banyak arti yang melekat pada kata 

demokrasi. Jika ada satu yang benar artinya maka itu, memang, 

VHSHUWL� \DQJ� GLXQJNDSNDQ� ROHK� 3ODWRQ�� ´GLVLPSDQ� GL� VXUJDµ��

Demokrasi merupakan konsep yang oleh beberapa filsuf disebut 

sebagai konsep yang diperdebatkan definisinya.2 

Demokrasi merupakan salah satu istilah yang tidak akan 

pernah bisa didefinisikan dengan mudah karena definisi dan 

esensi demokrasi memiliki perbedaan sosial, moral, budaya 

serta juga politik. Tidak ada definisi mutlak tentang demokrasi. 

Istilahnya sangat elastis dan mengembang serta menyesuaikan 

menurut waktu, tempat dan keadaan penggunaannya. 

Meskipun demikian, berikut adalah beberapa deskripsi definisi 

demokrasi yang diberikan oleh para ahli.  

 

2 Crick, B. (2002). Democracy: A very short introduction. OUP Oxford. 
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A. Pengertian Kekuasaan 

Konsep Kekuasaan senantiasa menjadi salah satu bahasan 

dalam berbagai kajian dan literatur di bidang ilmu politik dan 

pemerintahan. Bahkan, perdebatan tentang konsep kekuasaan 

terjadi pada berbagai aspek, misalnya yang terkait dengan apa 

yang dimaksud dengan kekuasaan, bagaimana kekuasaan 

dijalankan dan didistribusikan, serta siapa saja yang memiliki 

kekuasaan tersebut. 

Dalam mendefinisikan tentang kekuasaan, berikut 

disajikan beberapa pandangan para ahli. Kebanyakan sarjana 

berpangkal tolak dari perumusan sosiolog Max Weber yang 

mengemukakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk, 

dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri 

sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar 

kemampuan ini (Budiardjo, 2010). Sementara menurut Van 

Doorn (1957) menyatakan bahwa kekuasaan sebagai 

kemampuan pelaku untuk menetapkan (secara mutlak) 

alternati-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih 

pelaku yang lain. Di mana dalam hal ini pelaku A (subyek 

kekuasaan) dapat menetapkan alternatif dengan dua cara, yaitu 

membatasi alternatif bertindak atau memilih (punishment), dan 

memperluas alternatif bertindak atau memilih (reward). Hal ini 

berarti mengkaitkan kekuasaan dengan kesempatan yang 
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A. Pemimpin dan Kepemimpinan 

1. Pengertian Pemimpin  

Era disrupsi dan civil society 5.0 telah mengubah 

perilaku, serta kehidupan masyarakat yang cenderung harus 

adapif khususnya terhadap perkembangan teknologi 

informasi. Ketidakstabilan ekonomi menjadikan masyarakat 

menuntut pemerataan kesejahteraan yang tentunya 

mendukung dalam sendi kehidupan sosial masyarakat tanpa 

klusterisasi. Era society 5.0 merupakan segala bentuk 

teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia 

(Sulistiyanto, D., & Abdullah, S. M., 2021). Dengan kondisi 

seperWL� KDO� WHUVHEXW�� PDND� GLSHUOXNDQ� ´VRVRN´� SHPLPSLQ�

yang mempunyai pemikiran yang lebih reflektif dan adaptif 

dengan perkembangan teknologi informasi.  

Pemimpin dalam sebuah Negara dan atau bahkan 

ditingkat grassroots (akar rumput) mempunyai peran sebagai 

seorang leader dengan gaya kepemimpinan yang bersifat 

pluralism dan tentunya hal tersebut dapat berasal dari sejak 

lahir, serta terbentuk dari lingkungan yang mendukung 

dalam pembentukan seorang pemimpin yang berkarakter. 

Bahkan, pemimpin ditentukan oleh masalah pemerintahan 

dan konteks lingkungan yang dihadapinya. Permasalahan 
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